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NOMOR 129 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 126 TAHUN 
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

 

Menimbang  :  bahwa dengan telah di tetapkannya Keputusan Wali 

Kota Sukabumi Nomor 188.45/345-BPKPD/2023 
tentang penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga 

untuk Belanja Keperluan Mendesak pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dan Kecamatan 

Cikole Kota Sukabumi maka Peraturan Wali Kota 

Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 127 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan 

disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota Sukabumi; 
 

Mengingat ....
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Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 

14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 

1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun  1999   Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250); 

 

 

4. Undang-Undang .... 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 30 

Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor   5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor  104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);      

 

10. Peraturan .... 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3584); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah 

Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287); 

 
15. Peraturan .... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   74 Tahun 

2012   tentang   Perubahan   atas   Peraturan   

Pemerintah   Nomor   23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

 
18. Peraturan   Pemerintah   Nomor   39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  83, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

 

 

19. Peraturan .... 
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19. Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

 
20. Peraturan   Pemerintah   Nomor   71  Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negaran/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

 

23. Peraturan .... 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

 
29. Peraturan .... 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) 

 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 

31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 

1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 1); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10); 

 

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelengaraan Perpajakan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17); 

 

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18); 
 

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 

Nomor 10); 
 

36. Peraturan .... 
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36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 64); 

 
 

37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor    Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor    ); 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 910); 
 

 

41. Peraturan .... 
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41. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 126 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 126) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Sukabumi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 127); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi 

Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 

126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Sukabumi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubagan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 

Nomor 127), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.317.677.789.486,00 

bertambah sebesar Rp616.969.744,00 sehingga menjadi 

Rp1.318.294.759.230,00 dengan rincian  sebagai beriku: 
 

a. pendapatan .... 
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a. pendapatan daerah  

1. semula Rp1.242.102.899.716,00 

2. bertambah Rp616.969.744,00 

 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

Rp1.242.719.869.460,00 

 

b. belanja daerah  

1. semula Rp1.314.177.789.486,00 

2. bertambah Rp616.969.744,00 

 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

Rp1.314.794.759.230,00 

 

c. pembiayaan daerah  

1. penerimaan pembiayaan  

a) semula Rp75.574.889.770,00  

b) bertambah Rp00  

 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 

Rp75.574.889.770,00 

 

2. pengeluaran pembiayaan  

a) semula Rp3.500.000.000,00 

b) bertambah/berkurang Rp00 

 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan Rp3.500.000.000,00 

 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan 

Rp72.074.889.770,00 

 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp0,00 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

Pasal 3 .... 
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Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:   

 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran  Perubahan 

APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan;  
 

b. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan;  

 

c. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Hibah;  

 
d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat 

Penerima, dan Besaran Bantuan 

Sosial;  

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar .... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 

 
Ditetapkan di Sukabumi  

pada tanggal 5 Desember 2023 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
cap.ttd. 

 
Pj. KUSMANA HARTADJI 

 
Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 5 Desember 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 
cap.ttd. 

 
DIDA SEMBADA 

 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 129 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KOTA SUKABUMI, 

 
 

 

 

 

YUDI PEBRIANSYAH 

NIP. 19830207 200604 1 010 

 

 

 


